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PEDOMAN TRANSLITERASI
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan
ب ba b be
ت   ta t te
ث sa s es (dengantitik di  atas)
ج jim j je
ح ha h ha (dengantitk di bawah)
خ kha kh kadan ha
د dal d de
ذ zal z zet (dengantitik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy esdan ye
ص sad s es (dengantitik di bawah)
ض dad d de (dengantitik di bawah)
ط ta t te (dengantitik di bawah)
ظ za z zet (dengantitk di bawah) 
ix
ع ‘ain ‘ apostropterbalik
غ gain g Ge
ف fa f Ef
ق qaf q Qi
ك kaf k Ka
ل lam l El
م mim m Em
ن nun n En
و wau w We
ه ha h Ha
ء hamzah , Apostop
ي ya y Ye
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa  diberi tanda 
apapun.Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(  ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
xi
xFathah A A
Kasrah I I
Dammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathahdanya Ai a dan i
fathahdanwau Au a dan u
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harkat dan 
Huruf
Nama Huruf dan Tanda Nama
Fathahdanalifatauya a a dangaris di 
atas
Kasrahdanya I i dangaris di 
atas
dammahdanwau U u dangaris di 
atas
4. Ta Marbutah
xii
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h].
alaupada kata yang berakhirdenganta marbutah diikuti oleh kata yang K 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu transliterasinya dengan [h].
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (      ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonang anda) yang diberitanda syaddah.
Jikahuruf  يber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(ي     ), maka ia ditransliterasikan sepert ihuruf maddah (i).
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلا (alif 
lam ma’arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya .Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
7. Hamzah
xv
xiii
xAturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  )hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur’an), sunnah ,khusus dan umum .Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh.
9. Lafz al-Jalalah(الله)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah.
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf  [t].
10. HurufKapital
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bilanama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR).
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ABSTRAK
Nama :  Wiwiyanti
Nim :  10100113061
Judul : Pernikahan Dini Akibat Hamil diluar Nikah Ditinjau dari 
Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan 
Amali Kabupaten Bone.
Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Pernikahan Dini Akibat 
Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam Di 
Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Pokok masalah tersebut dibagi dalam 2 sub 
masalah atau pertanyaan penelitian yakni: 1). Bagaimanakah Hukum Pernikahan Dini 
Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam? 2). 
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar 
nikah?
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan normatif (syar’i) dan yuridis Data diperoleh dari para 
Tokoh Masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau refrensi. Teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Reduksi Data, 
Penyajian, dan Pengambilan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa :1). Menurut Tradisi Masyarakat, perkawinan 
diusia dini akibat hamil di luar nikah yaitu , pernikahan wajib dilaksanakan apabila 
sudah hamil karena kapan tidak dilakukan akan berdampak kepada masyarakat yang 
ada di sekitarnya, sedangkan menurut KHI boleh dilakukan pernikahan diusia dini 
akibat hamil diluar nikah dengan catatan harus melalui pengadilan dengan cara 
pengajuan dispensansi. 2). Faktor-faktor yang penyebab terjadinya perkawinan diusia 
dini akibat hamil di luar nikah adalah, Kurangnya Pengetahuan atau Pemahaman 
Terhadap Agama, Pergaulan bebas, Kurangnya pengawasan orang tua, 
 Penyalahgunaan Teknologi, Faktor Pendidikan, Faktor telah melakukan hubungan 
biologis, Hamil sebelum menikah, Faktor ekonomi, Faktor adat dan budaya.
Implikasi Penelitian Saran-saran yang akan penyusun berikan secara umum 
untuk masyarakat di Kecamatan Amali Kabupaten Bone adalah sebagai berikut bawa: 
1). Kepada para pemuda pemudi hendaknya berfikir panjang, janganlah hanya 
menuruti keinginan yang tanpa dilandasi dengan pemikiran dan pertimbangan yang 
matang sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. 2). Besar harapan penulis 
para tokoh masyarakat seharusnya berpegang teguh pada ketentuan yang ada di 
dalam KHI karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam menjalan 
kanaturan-aturan didalam KHI itu sendiri. dan skripsi ini untuk kepentingan 
keilmuan, kepentingan praktis, dan untuk seluruh masyarakat di Kecamatan Amali 
Kabupaten Bone. Dan Untuk semua kalangan khususnya penyusun mari kita semua 
tingkatkan keimanan kepada Tuhan yang maha esa dan selalu mendekatkan diri agar 
senantiasa terjaga dari segala larangannya amin ya rabbal alamiin.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik 
secara vertikal maupun horizontal, dimana secara vertikal diatur hubungan manusia 
dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu 
berinteraksi sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal 
tersebut adalah perkawinan.
Allah menciptakan manusia berjenis kelamin (sex) laki-laki dan perempuan, 
sehingga mereka menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan, yang disebut 
perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Allah yang umum dan berlaku 
pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan . 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
dengan suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan umat 
manusia. Disamping membawa kedua mempelai kealam lain yang berbeda, 
perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah 
perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab 
masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah 
dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya. 
2Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu 
memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena pekerjaan 
berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi 
fisik maupun psikis yang buruk. Bagi wanita misalnya, rutinitas kerja dalam rumah 
tangga memerlukan tenaga yang cukup besar, dari mengurus diri, rumah, mengurus 
dan melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun batin. Belum lagi kalau dikaruniai 
Tuhan keturunan hal ini akan menambah beban istri. Semua itu memerlukan 
ketahanan fisik yang prima.
Bagi laki-laki , ketahanan fisik dan mental lebih di tuntut lagi seperti 
disebutkan al-Qur’an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Sebagaimana firman 
Allah QS. An-Nisaa’/4: 34:
Terjemahanya:
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
Sebab itu maka wanita yang saleha, ialah yang ta'at kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka) Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan 
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” 
Logikanya, laki-laki harus siap dibanding wanita. Melalui ayat di atas, jika 
dilihat melalui pendekatan dhahir al-ayah, dapat dipahami bahwa laki-laki dituntut 
untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, 
3papan, serta perlindungan dari segala ancaman. Ia harus mendedikasikan segala 
potensi untuk meberikan kenyamanan terhadap keluarganya.
Hanya mereka yang telah dewasa saja yang umum dapat melewatinya, 
sedangkan mereka yang belum dewasa, belum siap menerima beban seberat ini. Akan 
tetapi, dalam keseharian, peristiwa perkawinan usia dini, kawin lari, dan pernikahan 
di bawah tangan yang sering dipermasalahkan masyarakat kita sekarang, padahal 
dalam KHI menjelaskan:
Pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 
hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami 
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 
berumur 16 tahun. Serta dalam ayat (2) dijelaskan, bagi calon mempelai yang 
belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang 
diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang nomor 1 tahun 
1974. 
Pada era modern saat ini remaja sudah banyak melakukan pernikahan di usia 
dini. Semestinya para remaja-remaja itu harus berfikir dua kali sebelum mengambil 
keputusan untuk menikah diusia dini. Pada umumnya remaja yang menikah di usia 
dini, tidak dapat menikmati bangku pendidikan. Kebanyakan remaja yang melakukan 
pernikahan dini adalah remaja-remaja yang duduk di bangku sekolah tetapi sudah 
mencoba hubungan seks di luar nikah akibat dari pergaulan bebas seperti pacaran dan 
pada akhirnya hamil diluar nikah. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti 
sekolah Karena faktor malu, lalu melanjutkan pernikahan.
4Jika tidak demikian maka akan berakibat fatal sebagaimana yang terjadi di 
kalangan masyarakat muslim dengan kehidupan sehari-harinya tidak pernah terlepas 
dari pengaruh dari budaya yang masuk.
Tanpa disadari lambat laun akhirnya budaya-budaya tersebut mereduksi nilai-
nilai keislaman masyarakat sehingga timbullah penyimpangan moral (perilaku-
perilaku yang keluar dari aturan/norma agama).
Allah sangat melarang pernikahan yang didahului dengan perbuatan zina, 
sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al Isra’ 32 yang berbunyi :
        
  
Terjemahanya:
“Janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. 
Hamil diluar nikah menjadi sebuah problema yang sangat banyak zaman 
sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat, karena hal ini dapat membawa 
kegelisahan dimasyarakat terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya. 
Padahal sementara itu jika di lihat dari perspektif hukum agama, hukum 
pemerintahan dan norma sosial terdapat penyimpangan, namun mengapa pernikahan 
hamil pra nikah tersebut dapat dilakukan. 
B.   Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
  Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan atau memahami 
penelitian ini , maka penulis akan akan menjelaskan pengertian beberapa variabel 
5yang dianggap penting yang judul skripsinya yaitu ’’Pernikahan Dini Akibat Hamil 
Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di 
Kecamatan Amali Kabupaten Bone.
“Pernikahan” yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidsan untuk meneati 
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
“Dini” yaitu pagi sekali (mengawinkan anak dibawah umur). 
     “Hamil diluar nikah” adalah salah satu resiko dari seks pranikah atau seks bebas 
adalah terjadi kehamilan yang tidak diharapkan dan kehamilan bisa menjadi 
dambaan tetapi bisa menjadi malapetaka apabila kehamilan itu dialami oleh 
remaja yang belum menikah.” 
“Tradisi” yaitu sebuah kaidah atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang 
dahulu dan kemudian di ikuti oleh keturunannya.11
   “Kompilasi Hukum Islam ” adalah sekumpulan materi hukum islam yang ditulis 
pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas 3 kelompok materi hukum, yaitu 
hukum perkawinan (170 pasal), Hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 
pasal), dan Hukum perwakafan (14 pasal), ditambah 1 pasal ketentuan penutup. 
Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan diatas maka penulis akan 
meneliti tentang pelaksanaan pernikahan dini akibat hamil dluar nikah pada 
masyarakat  di desa ulaweng riaja kab.bone , serta memberikan gambaran untuk 
menyikapi hal-hal yang di anggap tabu terhadap  masyarakat mengenai pernikahan 
di usia muda.
2. Deskripsi Fokus
6Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Amali  Kabupaten Bone. Dan 
mengambil batasan objek penelitian dari Tokoh masyarakat di Kecamatan Amali 
kabupaten Bone.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 
dalam masalah pokok yaitu “Bagaimana pernikahan di usia dini akibat hamil diluar 
nikah di tinjau dari Tradisi dan kompilasi hukum islam (KHI)”, dan kemudian penulis 
lebih lanjut menjabarkan dalam sub masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Hukum pernikahan di usia dini akibat hamil diluar nikah di 
tinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan 
Amali Kabupaten Bone?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat 
hamil diluar nikah di Kecamtan Amali Kabupaten Bone ?
D. Kajian Pustaka
Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan 
dengan skripsi ini, maka penulis akan mengambil beberapa buku yang akan menjadi 
rujukan utama sebagai bahan perbandingan di antaranya:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 
Hukum Islam tentang perkawinan. Buku ini sangat membantu peneliti untuk 
memahami tentang Perkawinan.
2. Hukum Perkawinan Di Indonesia, oleh Drs.H.M. Amshary MK, S.H., 
M.H(jakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Buku ini berisi tentang penjelasan 
7sahnya suatu pernikahan dan buku ini sangat membantu peneliti untuk 
memahami tentang Perkawinan.
3. Tia Nopianti Yanti, Nikah Hamil Dalam KHI, UIN Syarif  Hidayatullah, 
Skripsi ini berisi tentang faktor penyebab perkawinan akibat Hamil di Luar 
Nikah dan dampak terjadinya , beda halnya dengan karya tulis ini lebih fokus 
hukum  Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah ditinjau dari  Tradisi 
Lokal dan Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Amali Kabupaten Bone .
4. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. 
Buku ini banyak membahas masalah Hukum Perdata Islam yang dugunakan di 
indonesia saat ini, Khususnya masalah perkawinan .
5. Hukum Perkawinan Di Indonesia, oleh Drs.H.M. Amshary MK, S.H., 
M.H(jakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Buku ini berisi tentang penjelasan 
sahnya suatu pernikahandan buku ini sangat membantu peneliti untuk 
memahami tentang Perkawinan.
6. Fiqh Munakahat,  oleh Prof. Dr.H.M.A. Tihami, M.A.,M.M(Jakarta: kencana, 
2003). Buku ini berisi tentang perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, buku 
ini sangat membantu peneliti memahami tentang perkawinan.
Dari beberapa referensi yang telah dikemukakan diatas ,dalam penjelasannya 
belum ada pembahasan yang mengupas secara detail tentang pandangan hukum islam 
dan hukum adat tentang pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Akan tetapi ,dari 
berbagai referensi diatas terdapat persamaan yang menjadi inspirasi penulis untuk 
8membahas dan tetap mengacu pada pokok permasalahan yang terdapat dalam buku 
tersebut dan disamping itu pula,belum ada penulis lain yang membahasnya.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan 
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk menegetahui hukum pernikahan dini akibat hamil diluar nikah ditinjau 
dari Tradisi dan kompilasi hukum islam di Kecamatan Amali di Kabupaten 
Bone
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini 
disebabkan hamil diluar nikah di Kecamatan Amali Kabupaten Bone.
b. Kegunaan
Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
1. Agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat terkait 
hukum pernikahan dini akibat Hamil di Luar Nikah ditinjau dari Tradisi dan 
Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masalah 
pernikahan dini yang memicu penyebab yang ditimbulkan akibat pernikahan 
dini di Kecamatan Amali Kabupaten Bone
9
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BAB II
TINJAUAN TEORiTIS
A. Pengertian Pernikahan 
Dalam hukum Islam, perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia 
disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai 
unsur dari suatu negara.
Pengertian perkawinan itu sendiri dalam Bahasa Indonesia, perkawinan 
berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan 
lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.  Para ulama fiqih 
mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian perkawinan diantaranya nikah 
adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diriantara seorng laki-
laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan 
kelamin sebagai suami istri. Hakekat nikah itu ialah akad antara calon laki-laki dan 
istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri. 
Menurut Ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memfaedahkan memiliki, 
bersenang-senang dengan sengaja.  Menurut Ulama Hambali, nikah adalah akad yang 
menggunakan lafadz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil 
manfaat untuk bersenang-senang. 
Dikalangan ulama syafi’iyah rumusan yang biasa dipakai adalah akad atau 
perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan 
menggunakan lafad  na ka ha atau az wa ja (al – mahally,206)
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Ulama syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan diatas 
melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri 
yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut 
berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. 
Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal 
mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinann, nikah atau zawaj adalah suatu 
akad atau perjanjian yang mengandung ke-sah-han hubungan kelamin.
Pernikahan pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan sunnatullah 
(hukum-hukum alam) yang terjadi pada mahluk yang bernama ‘manusia’dan sunnah 
Nabi Muhammad Saw. Dalil yang dapat dijadikan dasar pernikahan yaitu QS.An 
Nuur (23) ayat 32: 
Terjemahnya:


 “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.” 
Maksud dari ayat di atas yaitu hendaklah laki-laki yang tidak beristeri dan 
pepempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan dan gadis ataupun telah duda 
dan janda , karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau isteri.
12
Hendaklah segera dicarikan jodohnya .Apabila kita renungkan ayat ini baik 
baik jelaslah bahwa soal yang mengawinkan yang belum beristeri atau bersuami 
bukanlah lagi semata-mata urusan pribadi dari yang bersangkutan ,atau urusan-urusan 
“rumah tangga”dari orang tua kedua orang yang bersangkutan saja, tetapi menjadi 
urusan pula dari jamaah islamiah,tegasnya masyarakat islam yang mengelilingi orang 
itu .Apabila zina sudah termasuk dosa besar yang sangat aib ,padahal kehendak 
kelamin manusia adalah hal yang wajar , yang termasuk keperluan hidup , maka kalau 
pintu zina ditutup rapat ,pintu kawin hendaklah dibuka lebar.
Adapun pengertian perkawianan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 
1974 pasal 1 menjelaskan: 
“perkawinan ialah ikatan lahir dan batin anatara seorang pria dan wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)”
Kata perkawinan berasal dari akar kata”kawin”yang mempunyai kesamaan 
makna dengan “nikah” dari bahasa araab yang telah menjadi bahasa adalah tergabung 
dan berkumpul, dipergunakan juga dengan arti wata atau akad nikah . Sedangkan 
nikah dalam istilah syara ‘ialah akad yang
B. Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia
Sejarah perkembangan Hukum islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 
sejarah Islam itu sendiri. Islam masuk ke indonesia pada abad VII M yang dibawa 
oleh pedagang-pedagang Arab. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia menjelang 
abad XVII, XVIII, XIX, baik dalam tatanan intelektual dalam bentuk kitab-kitab dan 
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pemikiran juga dalam praktik-praktik keagamaan dapat dikatakan cukup baik. 
Dikatakan cukup baik karena hukum dipraktikkan oleh masyarakat dalam bentuk 
yang hampir dapat dikatakan sempurna , yang mencakup masalah mu’amalah 
(perkawinan, perceraian, warisan), peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah .
Perkrmbangan Hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan belanda 
dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu :
1. Adanya toleransi pihak belanda melalui VOC (Vereenigde Oots-Indiscbe 
Compaginie) yang memberikan ruang yang agak luas bagi perkembangan 
Hukum islam.
2. Adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum islam dengan 
menghadapkannya dengan hukum adat.
Sedangkan perkawinan menurut hukum Adat berlaku bagi golongan pribumi, 
yang tidak memeluk agama islam maupun kristen. Peraturan tentang perkawinan adat 
inipun merupakan konsekuensi politik hukum pemerintah Belanda. Sampai abad XIX 
istilah Hukum Adat ini tidak dikenal. Istilah ini timbul dalam pikiran seorang warga 
Belanda yaitu Snouck Hurgrone yang mendalami kesusilaan dan kebiasaan berbagai 
penduduk di indonesia. Perkawinan Adat merupakan suatu hidup bersama yang 
langgeng dan lestari antara seorang pria dan seorang perempuan yang diakui oleh 
persukuan adat yang diarahkan pada pembentukan sebuah keluarga yang dibagi atas 
tiga kategori, yaitu :
1. Tatanan Patrilineal, yaitu perkawinan dimana pengaturannya menurut garis 
ketururnan ayah atau laki-laki yang merupakan sistem pengaturan 
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kemasyarakatan dimana hanya nenek moyang pria dalam garis pria yaitu ayah, 
ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya yang dipandang menentukan dalam 
menetapkan keturunan dari individu .
2. Tatanan Matrilineal, yaitu perkawinan dimana pengaturannya menurut garis 
keturunan ibu atau perempuan terhadap penentuan keturunan yang merupakan 
kebalikan dari tatanan patrilineal. Ikatan keturunan keluarga hanya ada pada ibu , 
ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya.
3. Tatanan Parental, yaitu perkawinan yang hubungan kekeluargaan dilihat dari 
kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu.
Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dimajukan itu selalu berusaha 
ke arah kodifikasih dan unifikasih, juga telah mencoba memperbaiki keadaan 
masyarakat dengan menetapkan antara lain :
1. Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak , untuk 
mencegah kawin paksaan dan ditetapkan batas umur 18 tahun bagi laki-laki dan 
15 tahun bagi perempuan .
2. Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan 
rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama /perdata yang berlaku 
bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat 
memenuhi syarat keadilan.
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4. Harta pembawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sendiri tetap menjadi 
milik masing-masing dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 
harta bersama.
5. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan 
anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang 
tua dan perwalian.
Dalam rancangan-rancangan yang diajukan oleh komisi ini, terdapat 
pendapat-pendapat yang menyatakan perlunya suatu undang-undang umum yang 
mengatur tentang perkawinan-perkawinan seluruh warga Neagara indonesia dan 
sekaligus mengatur secara khusus perkawinan berbagai kelompok agama.
Dalam rapatnya pada tanggal 30 November 1973, bdan Musyawarah DPR 
memutuskan pembicaraan ti ngakat III akan dilakukan oleh gabungan Komisi III dan 
Komisi IX. Dari gabungan Komisi III dan Komisi IX akan dibentuk suatu Panitia 
Kerja yang bertugas sebagai komisi . Dan sebelum tanggal 8 Oktober 1973 Komisi 
IIIdan Komisi IX telah mengadakan rapat gabungan untuk membicarakan prosedur 
teknis pembahasan RUU Perkawinan tersebut. Kemudian dari tanggal 6 Desember 
1973 sampai dengan 20 Desember 1973 diadakan pembicaraan tingkat III,dimana 
panitia kerja yang dibentuk pada tanggal 6 Desember 1973 lalu mempunyai status 
seperti komisi guna mengadakan pembicaraan bersama dengan pemerintah.
Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973 pada pembicaraan tingkat IV, DPR 
mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR, 
yang menyetujui disahkannya RUU perkawinan dengan perubahan perumusan dan 
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dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang 
Perkawinan untuk menjadi undang-undang tentang perkawinan. Selanjutnya pada 
tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang perkawinan yang telah disetujui oleh DPR 
tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 1974 
tentang perkawinan.
Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada mulanya dimaksudkan untuk  
mengodifikasih hukum perkawinan yang bersifat nasional, disamping 
menhunifikasikan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang tercapai, melainkan 
kompilasi hukum perkawinan nasional yang bersifat nasional yang belum tuntas dan 
menyeluruh, sebab Undang-undang Perkawinan masih merujuk dan memberlakukan 
berbagai peraturan perundang-unadangan yang lama yang ada sebelumnya, termasuk 
ketentuan hukum adat dan hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang 
mengatur mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan mengenai 
perkawinan.
Untuk melaksanakan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang telah 
diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif, maka masih diperlukan 
peraturan-peraturan pelaksanaannya, antara lain yang menyangkut masalah-masalah 
sebagai berikut :
1. Pencatatan Perkawinan
2. Tata cara pelaksanaan perkawinan
3. Tata cara perceraian
4. Cara mengajukan gugatan perceraian 
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5. Tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan.
6. Pembatalan perkawinan
7. Ketentuan dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
Dalam peraturan pemerintah ini, memuat ketentuan masalah-masalah yang 
dikemukakan di atas, yang diharapkan akan dapat memperlancar pelaksanaan 
undang-undang No.1 Tahun 1974. Secara historis, pengaruh terkuat dari islam dalam 
hukum di indonesia adalah bidang hukum keluarga atau perkawinan. Ini terbukti bila 
ditelusuri sejarah keberadaan hukum islam di indonesia, maka sebelum pemerintahan 
klonial menguasai tanah air , hukum islam telah ada dan berlaku dalam masyarakat 
muslim indonesia.
Usaha-usaha untuk melahirkan UU perkawinan tidaklah berhenti sampai disiti 
saja. Beberapa Oraganisasi wanita dan golongan dalam masyarakat terus menerus 
mendesak pemerintah. Pelaksanaan undang-undang tersebut yang mulai berlaku pada 
tanggal itu undang-undang perkawinan dapat berjalan secara efektif dan lenyaplah 
pluralisme perindang-undangan perkawinan indonesia. Dan mulai pada saat itupula 
bagi segenap warga negara indoneisa berlaku hanya satu undang-undang perkawinan 
saja.
C. Rukun dan Syarat SahnyaPernikahan 
Rukun dan syarat menentukan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 
yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. 
Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya 
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merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya 
rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila 
keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari 
segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 
pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan, 
sedangkan syarat adalah seusatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan 
itu, seperti menurut islam, calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama 
islam, sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah ) yang memenuhi rukun dan syarat, Ada 
pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur 
rukun 
Adapun yang termasuk dari rukun perkawinanya itu hakekat dari suatu 
perkawinan supaya perkawinan dapat dilakukan, yang diantaranya sebagai berikut :
1. Ijab-Qabul, syarat-syaratnya :
- Diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang hadir
- Menyebut jelas pernikahan dan nama mempelai pria-wanita
2. Adanya mempelai pria, syarat-syaratnya :
- Muslim & mukallaf ( sehat akal-baliq-merdeka); lihat Qs. Al-Baqarah 
:221, Al mumtahana :9.
- Bukan mahram dari calon istri
- Tidak dipaksa
19
- Orangnya jelas
- Tidak sedang melaksanakan ibadah haji
3. Adanya mempelai wanita, syarat-syratnya:
- Muslimah
- Tidak ada halangan  syar’i ( tidak bersuami, tidak dalam masa iddah)
- Tidak dipaksa
- Orangnya jelas
- Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.
4. Adanya wali,syarat-syaratnya:
- Muslim laki-laki&mukallaf( sehat akal-baliq-merdeka)
- Adil
- Tidak dipaksa
- Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.
5. Adanya saksi  (2 orang pria), syarat-syaratnya:
- Muslim laki-laki&mukallaf( sehat akal-baliq-merdeka)
- Adil
- Dapat mendengar dan melihat
- Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab-qabul
Akad nikah dianggap sah  apabila ada seorang wakilnya yang akan 
menikahkannya. Keterangan ini dapat dilihat dalam dalil-dalil tentang peranan wali 
dalam akad nikah diantaranya sabda Rasulullah dalam Hadis 24 yang berbunyi :
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إنَّمَا ا ْرَآةٌ نَكَحَتْ بِغَيرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ ( اَخْرُ الاْربَعَة الا ّالنَّسَاءِ)
Artinya:
“Sesunguhnya wanita yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya 
batal”.  
Adapun Syarat perkawinan adalah sebagai berikut:
1. Kepastian kedua calon mempelai syaratnya adalah kepastian siapa mempelai 
laki-laki dan siapa mempelai wanita.
2. Keridaan kedua belah pihak mempelai syaratnya adalah keridaan dari masing-
masing pihak.
3. Adanya wali bagi calon mempelai wanita, syaratnya adalah adapun jumhur 
ulama diantaranya mereka adalah Al-Imam Malik, Asy-syafi’i, ahmaddan 
selainnya berpandangan bahwa wali nasab seorang wanita dalam pernikahannya 
adalah  dari kalangan laki-laki yang hubungan kekerabatnnya dengan wanita 
terjalin dengan perantara laki-laki. 
Adapun Sahnya perkawinan menurut KHI yang terdapat pada pasal 4 yang 
berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai 
dengan pasal 2 ayat 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :
1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhirukun-
rukundansyarat-syaratsebagaiberikut :
1. Syarat Umum
Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan 
termaktub dalam ketentuan Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 221 yaitu:
            
            
            
         
   
Terjemahnya:
“janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, 
walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang 
musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun 
Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke 
surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.
Larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya 
dalam surat Al Madinahayat 5. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-
larangan dalam Al Qur’an surat An Nisa’ ayat 22, 23 dan 24.
2. Syarat khusus
  a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
b. Kedua calon mempelai itu harus Islam, aqil baligh, sehat baik rohani maupun 
jasmani.
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c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh 
perkawinan itu dipaksakan.
d. Harus ada wali nikah.
e. Minimal dua orang saksi, dewasa dan adil.
f. Membayar mahar,
g. Pernyataan ijab dan qobul. 
Adapun pada KHI ketika membuat rukun perkawinan tampaknya mengikuti 
sistematika sistem yang mengaitkan rukun dan syarat.Ini dimuat dalam pasal 14.Pada 
pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali, saksi, akad nikah, namun 
sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan 
rukun.Mengenai wali nikah yang terdapat pada pasal 19 yang berbunyi “Wali nikah 
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 
bertindak untuk menikahkannya.”
Selanjutnya pada pasal 20 dinyatakan,
1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat 
hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari walinasab dan wali hakim. 
Dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang 
berkembang dalam fiqih. Terdapat pada pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa 
“Saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh 
dua orang saksi”.Mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada pasal 25 yang berbunyi 
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“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, 
adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu dan tuli”.
Pada pasal 26 yang berbunyi “Keharusan saksi menghadiri akad nikah secara 
langsung dan menandatangani akad nikah pada waktu dan tempat akad nikah 
dilangsungkan”.
Pada pasal 27 KHI mengatur akad nikah yang berbunyi “Ijab dan Qobul 
antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang 
waktu”. Jika pembahasan wali saksi sebagai rukun nikah tetapi dalam akad nikah 
pernyataan demikian tidak ada dan ini sama dengan pembahasan calon mempelai. 
Sampai disini sebenarnya KHI tidak konsisten dalam menjelaskan rukun 
nikah.Demikian bukan berarti akad nikah tidak termasuk rukun. 
D. Tujuan dan Hikma Pernikahan
Beberapa tujuan dalam pernikahan:
Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah 
dalam masyarakat, yaitu dengan medirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
Imam Al-Ghasali mengemukakan lima tujuan melangsungkan pernikahan:
1. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan mencurahkan kasih 
sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta 
kewajiban untuk bersungguh-sungguh memperoleh harta kekeayaan yang halal
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5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas 
dasar cinta kasih sayang. 
Dari penjelasan diatas menurut Al-Ghasali bahwa ada lima tujuan dalam 
melansungkan pernikahan menuju keluarga yang sakina mawaddah dan warahma.
Beberapa hikma dalam pernikahan:
1. Pernikahan merupakan sarana yang paling baik untuk  mendapatkan keturunan 
yang sah
2. Pernikahan merupakan sarana yang paling baik untuk menyalurkan naluri sex
3. Lewat pernikahan akan tersalurkan naluri kebapaan dan keibuan.
4. Pernikahan merupakan dorongan untuk bekerja keras.
5. Dalam pernikahan terdapat pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah 
tangga dan menghubungkan silaturrahmi antara dua keluarga besar (suami dan 
istri). 
Kian maraknya seks bebas dikalangan remaja dan dewasa muda,maupu 
meningkatnyaa angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas 
sudah berada pada tahap menghaatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya.
Ada juga penyebabnya karena terpaksa , hal itu terjadi pada orang tua yang 
masih belum paham pentingnya penddidikan. Para orang tua memaksa anak mereka 
untuk menikahkan anaknya. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja Lulus SMP atau 
bahkan belum .mereka menanggapi ,pendidikan tinggi itu tidak penting bagi mereka 
lulus SD saj sudah cukup.
E. Pernikahan wanita hamil menurut KHI
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Pernikahan wanita hamil menurut KHI
Dalam KHI terdapat bab khusus mengenai kawin hamil , yaitu Bab VIII Pasal 
53 ayat (1) , (2), dan (3)
1. Seorang wanita hamil diluar nikah , dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan 
tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan 
perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir 
Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan 
dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yanag 
ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan pada saat hamil tidak 
perlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.
Dengan demikian perkawinan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Oleh karena itu 
perkawinan wanita hamil karena zina tersebut belum mengakomodir terhadap laki-
laki yang menghamili wanita lain di luar nikah.
Dalam KHI tahun 1991, ditetapkan bahwa wanita yang hamil karena zina 
dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Substansi pasal ini dapat 
ditafsirkan pula bahwa wanita hamil karena zina dapat dikawinkan dengan laki-laki 
lain yang tidak yang tidak menghamilinya oleh karena itu, dalam RUU Hukum 
Terapan Peradilan Agama bidang perkawinan terdapat penegasan yang menyatakan 
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bahwa: (1) Seseorang wanita yang hamil karena zina hanya dapat dikawinkan dengan 
laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena itu wanita yang menghamilinya. 
Sedangkan ayat (2) dan (3) pasal 46 RUU Hukum terapan, merupakan pengulangan 
terhadap KHI. Pasal 53 ayat (2) dan (3).
Berbeda lagi dengan draft KHI Tahun 2004 terdapat ketentuan khusus 
mengenai perkawinan perempuan hamil di luar nikah ketentuan tersebut di tempatkan 
pada bab IX Pasal 42 dan 44.
Dalam draft KHI tahun 2004 ditetapkan bahwa:
1. Perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat melangsungkan pernikahan 
tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
2. Laki-laki yang menghamili perempuan di luar perkawinan wajib 
bertanggungjawab untuk mengawininya selama tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan.
3. Perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil adalah sah. Oleh karena itu 
perkawinan ulang setelah anak yang didalam kandungannya lahir, tidak 
diperlukan.
Dibanding dengan KHI yang disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 
1991, Draft KHI tahun 2004 lebih rinci dalam membahas perkawinan disebabkan 
oleh persetubuhan yang dapat dibedakan menjadi dua:
1. Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama 
suka, mereka yang melakukannya, baik secara diam-diam (terselubung) maupun 
secara terang-terangan, di sebut “kumpul kebo”.
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2. Dan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dn perempuan bukan atas dasar 
suka sama suka. Salah satu persetubuhan yang dapat dikelompokkan pada 
kelompok kedua adalah perkosaan.
Dalam draft KHI ditetapkan bahwa wanita yang hamil di luar nikah karena 
diperkosa oleh seorang laki-laki yang diketahuinya dan dapat dihubungi, memiliki 
hak opsi: menikah dengan laki-laki yang memperkosanya atau tidak menikah 
dengannya. Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan yang melarang atau membolehkan 
perkawinan wanita hamil di luar nikah, dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. 
F. Dampak Perkawinan Hamil di Luar Nikah
Menurut Dr.H. Muhammad Abduh Malik dalam skripsi Tia Nopitri Yanti 
mengemukakan Pernikahan hamil di luar nikah mempunyai dampak yang sama 
dengan zina yang mana sangat buruk dampaknya bagi pelakunya dan masyarakat 
banyak, diantaranya adalah:
a. Terhadap pelaku wanita
Pelaku wanita akan cenderung lebih muda melakukan perbuatan buruk atau 
kejahatan berikutnya dari pada melakukan perbutan baik. Dan mereka juga cenderung 
kembali untuk mengulangi perbuatannya. Secara sosial, wanita itu akan mendapatkan 
sanksi dari masyarakat berupa pandangan minor terhadap dirinya dan akan 
mendapatkan kesulitan untuk menikah dengan pria yang masih suci karena ada 
halangan dalam hukum islam.
b. Terhadap pelaku pria
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Dia akan lebih muda terdorong untuk melakukan kejahatan berikutnya, 
perilaku zina membutuhkan biaya terutama bagi kaum pria untuk mendapatkan 
wanita yang punya motif ekonomi dan karena itu pria cenderung akan menggunakan 
peluang atau kesempatan untuk mendapatkan harta  melalui cara yang haram. Pada 
pandangan lain , pria pezina akan mendapatkan sanksi pidana atau minimal sanksi 
akhirat.
c. Terhadap kelurga besar si pelaku 
Perbuatan Zina akan menimbulkan duka cita yang amat dalam bagi anggota 
keluarga  besar si pelaku. Rasa malu yang amat dalam bagi anggota keluarga 
besarnya terutama orang tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetahui dan 
mencemoohkannya. Rasa penyesalan bagi orang tua yang bertanggung jawab 
mendidik anak perempuannya, pupusnya harapan orang tua pelaku wanita untuk 
mendapatkan anak menantu yang masih suci karena adanya larangan dari agama 
islam.
d. Terhadap masyarakat luas dan Agama
Perbuatan zina memiliki dampak terhadap masyarakat luas dan agamaSendiri , 
zina juga dinilai menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan 
keluarga dalam masyarakat yang menjadi salah satu tujuan syariat islam. Zina juga 
akan mempertinggi jumlah aborsi dalam masyarakat, ini berarti pelaku zina tidak 
mengahargai  lagi nyawa anak manusi yang juga menjadi salah satu tujuan syariat 
islam. Perbuatan itu juga merendahkan akal sehat manusi di bawah nafsu syahwat 
sehingga merusak tujuan syariat islam dibidang pemeliharaan akal sehat manusia. 
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G. Upaya –UpayaMenghindari Perkawinan Hamil di Luar Nikah
Telah disebutkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dalam pandangan 
Allah selain zina dan benih yang ditanamkan di dalam rahim seorang wanita yang 
bukan haknya, yakni melalui perzinaan.Namun ketentuan tersebut agaknya semakin 
diabaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan akhlak.Hal ini 
terbukti dengan sekian banyaknya praktek-praktek perzinaan yang dilakukan tanpa 
melihat tempat dan waktu. Fenomena tersebut akan semakin merajalela apabila tidak 
diberikan dan pencegahan sejak dini. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk 
menghindari perzinaan antara lain :
a.  Menjauhi perbuatan yang mengantarkan pada perzinaan
Sebagaiman afirman Allah dalam surat Al Isra’ 32 yang berbunyi:

Terjemahnya:
 “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”
Ayat tersebut menunjukkan keharaman mendekati zina.Maka larangan 
tersebut untuk melindungi manusia dari kecelakaan dan kerusakan yang ditimbulkan 
akibat perzinaan. Mendekati zina maksudnya adalah mendekati perbuatan-perbuatan 
yang pada perzinaan, misalnya berpandangan, berduaan, bergandengan tangan, 
berpacaran,berciuman, dan lain sebagainya, Selain itu perbuatan yang termasuk 
mendekati zina antara lain membuka aurat, hidup membujang, bergaul bebas dengan 
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lawan jenis, melihat film porno, mendengarkan musik-musik porno dan lain 
sebagainya.
b.  Meningkatkan keimanan
Para orang tua perlu menjadi suri teladan bagi anak-anaknya dalam 
meningkatkan keimanan, dengan keimanan yang kuat terbukti ampuh menghindarkan 
seseorang dari hal-hal buruk yang akan terjadi.  Misalnya Pelaksanaan ibadah secara 
rutin akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak dan kepribadian 
seseorang. Ibadah akan menumbuhkan kekuatan moral pada diri seseorang sehingga 
iamenjadi tuan terhadap nafsunya dan bukan menjadi budak atas hawa nafsunya. 
Ibadah tersebut antara lain shalat, puasa, dzikir, dan lain-lain. 
c.  Memberi kesibukan pada anak-anak
Ada banyak waktu luang yang dimiliki oleh para remaja seusai sekolah, 
dengan memberikan kesibukan baik di dalam rumah atau mengikut sertakannya 
dalam kegiatan di luar rumah yang positif seperti klub olahraga, musik, organisasi 
extra kurikuler seperti osis,  dan lain sebagainya akan membantu mereka 
menyalurkan hasrat dan minatnya.
Seorang remaja yang berhasil melewati masa transisi menuju ke kedewasaan 
yang matang memerlukan bantuan dari orang-orang terdekat yang dikasihinya. Orang 
tua adalah orang terdekat itu, bantu putra dan putri Anda memahami bahwa mereka 
sedang disiapkan dan diharapkan dapat menjadi orang tua-orang tua yang 
bertanggung jawab suatu hari nanti. 
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Orang tua juga memberi pemahaman-pemahaman kepada anak-anaknya 
tentang bahaya seks bebas, dan  mengajar tentang agama sejak dini serta 
memasukkan anak-anak kesekolah-sekolah yang mengajarkan agama dan 
menjauhkan anak- anak dari media yang bersifat negatif agar anak tidak terpengaruh, 
meniru hal-hal yang negatif dan merugikan dirinya sendiri. 
 Adapun Cara mencegah perilaku   menyimpang tersebut dapatdilakukan 
dariberbagai lingkungan, baikitulingkungankeluarga, lingkungansekolah, 
danlingkunganmasyarakat.
1. Cara Mencegah Penyimpangan Sosial Di Lingkungan Keluarga
- Menciptakan suasana harmonis, perhatian, dan penuh rasa kekeluargaan.
- Menanamkan nilai-nilai budi pekerti, kedisiplinan, dan ketaatan beribadah.
- Mengembangkan komunikasi dan hubungan yang akrab dengan anak.
- Selalu meluangkan waktu untuk mendengar dan menghargai pendapat 
anak,sekaligus mampu memberikan bimbingan atau solusi jika anak mendapat 
kesulitan.
- Bersedia memberikan teguran atau bahkanhukuman jika anak bersalah dan 
bersedia memberikan pujian atau bahkan hadiah jikaanak berbuat baik atau 
memperoleh prestasi.
- Memberikan tanggung jawab kepada anak sesuai tingkat umur dan 
pendidikannya.
2. Cara Mencegah Penyimpangan Sosial Di Lingkungan Sekolah
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- Mengembangkan hubungan yang erat dengan setiap anak didiknya agar dapat 
tercipta komunikasi timbal balik yang seimbang.
- Menanamkan nilai-nilai disiplin, budi pekerti, moral, dan spiritual sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- Selalu mengembangkan sikap keterbukaan, jujur, dan saling percaya.
- Memberi kebebasan dan mendukung siswa untuk mengembangkan potensi 
diri,sejauh potensi tersebut bersifat positif.
- Bersedia mendengar keluhan siswa serta mampu bertindak sebagai konseling 
untuk membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan, baik yang 
dihadapinya di sekolah atau yang dihadapinya di rumah.
3. Cara Mencegah Penyimpangan Sosial Di Lingkungan Masyarakat
- Mengembangkan kerukunan antar warga masyarakat. Sikap ini akan mampu 
meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong, dan kekompakan antar sesama 
warga masyarakat. Jika dalam suatu masyarakat tercipta kekompakan, maka 
perilaku penyimpangan dapat diminimalisasikan.
- Membudayakan perilaku disiplin bagi warga masyarakat, misalnya disiplin 
dalam menghormati keputusan-keputusan bersama, seper tamu bermalam 
harap lapor RT, penetapan jam belajar anak, menjaga kebersihan lingkungan, 
dan sebagainya.
- Mengembangkanberbagaikegiatanwarga yang bersifatpositif, sepertipengajian, 
atauberbagaikegiatan lain yang mengarah kepada peningkatan kemampuan 
masyarakat yang lebih maju dan dinamis. Jika beberapa upaya tersebut dapat 
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diterapkan dalam suatu lingkungan masyarakat, maka kelompok  pelaku 
penyimpangan sosial akan merasa risih dan jengah, sehingga mereka akan 
merasa malu jika melakukan tindakan penyim
- Pangansosial di lingkungantempattinggalnya. 
Demikian Upaya-upaya menghindari perkawinan hamil di luar nikah, bahwa 
pada kenyataanya upaya yang dilakukan untuk menghindari perzinaan yaitu dengan 
menjauhi perbutan yang menghantarkan pada perzinaan, meningkatkan keimanan, 
dan peranan orang tua memeberikan kesibukan pada anak-anak remajanya, 
mendukung segala kegiatan yang di minati di sekolahyang bersifat positif, agar 
terhindar dari perbuatan yang dilarang Allah swt.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan 
pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi 
berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.  Terkait dengan penelitian 
yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research). Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif 
deskriptif, yaitu penelitian yang akan menjelaskan Pernikahan Dini Akibat Hamail Di 
Luar Nikah Ditinjau Dari Tradisi  Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan 
Amali Kabupaten Bone.
Di katakan penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini yang ingin di 
peroleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan 
memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh pada 
berbagai variabel.  Serta mencari informasi yang akurat dan mencari fakta-fakta yang 
terjadi di lapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlangsung di kecematan Amali Kabupaten Bone Provinsi 
Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, penunjukan secara purposive (langsung), dengan 
pertimbangan pemilihan lokasi adalah dilingkungan masyarakat ini sudah menangani 
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banyaknya kasus/masalah-masalah yang terkait dengan kasus pernikahan dini akibat 
hamil diluar nikah dan sebagainya, Waktu yang digunakan dalam proses penelitian 
ini sekitar tiga bulan sejak pengesahan draft proposal, penerbitan surat rekomendasi 
penelitian, hingga tahap pengujian hasil riset.
B. Pendekatan Penelitian.
Adapun metode pendekatan penelitian yang akan di gunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat 
Islam seperti Al-Qur’an dan hadis yang relevan dengan masalah yang 
dibahas.
b. Pendekatan legalitas formal adalah Landasan hukum, yaitu pendekatan yang 
merujuk pada perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang 
masalah yang dibahas.
Pendekatan Sosiologis, ialah peneliti menggunakan logika-logika dan teori sosiologi 
baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan 
terhadap fenomena lain.  Yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
C. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
1) Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber.
2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, 
Undang-Undang, majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang di 
anggap relevan dengan sasaran penelitian.Setelah data yang di peroleh 
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terkumpul, selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengolahan data, dan 
analisis data.
b. Sumber Data
Sumber data yang diperolah yakni berupa data primer yang dimana 
sejumlah responden yang disebut Narasumber Penelitian. Narasumber ini 
diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau 
kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan 
objek penelitian. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan 
narasumber antara lain: 
1) Purposive Sampling Technique 
adalah cara penentuan sejumlah narasumber sebelum penelitian 
dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan 
narasumber serta informasi apa yang diinginkan dari masing-masing 
narasumber. Narasumber yang akan memberikan informasinya di Kecamatan 
Amali Kabupaten Bone.
2) Snow Ball Technique 
Adalah cara penentuan narasumber dari satu narasumber ke 
narasumber lainnya yang dilakukan pada saat penelitian dilaksanakan, 
hingga dicapai sejumlah narasumber yang dianggap telah merepresentasikan 
berbagai informasi atau keterangan yang diperlukan. 
D. Metode  Pengumpulan Data Penelitian
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Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:
a. Penelitian Pustaka (liberary research)
Yaitu penelitian yang menghimpun data atau informasi dengan membaca dan 
mencatat sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau pada tempat lain 
pada sebuah daftar bahan pustaka.
b. Penelitian lapangan.
Dilihat dari cara mendapatkan informasi, penelitian ini termasuk penelitian 
lapangan (fiel research), yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara 
konsep atau teori dengan praktek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data 
dapat ditingkatkan kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid. Untuk 
mempermudah dalam menganalisa data.
Berdasarkan hal diatas maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data 
sebagai berikut:
1) Observasi
Observasi adalah suatu tehknik penelitian yang digunakan oleh penulis 
dengan jalan turun lansung ke lapangan mengamati objek secara 
lansung guna mendapatkan data yang lebih jelas. 
2) Wawancara atau interviu terpimpim
     Wawancara atau interviu terpimpin  dilakukan dengan cara mewawancarai         
beberapa Tokoh masyarakat  yang memang benar- benar mengerti dengan hukum 
islam dan hukum adat..
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3) Dokumentasi
Dokumentasi/pengumpulan  data yang diperoleh langsung dari Masyarakat 
Kecamatan Amali Kabupaten Bone.
E. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi intrumen atau alat penelitian adalah 
penelitian sendiri. Penelitian sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian,dalam mengumpulakan data   pengumpulan data pada perinsipnya 
merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan 
pengeritian.
Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:
a. Panduan observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 
pengumpulan data  pada peroses penelitian.
b. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang 
dipakai dalam mengumpulkan data.
c. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau 
arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian.
F. Teknik Pengelolaan Data
Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pengolahan 
kualitatif dengan cara: 
a. Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
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b. Penyajian data, yaitu menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam sejumlah matriks yang diinginkan.
c. Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari simpulan atas data yang di reduksi 
dan di sajikan.
setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Maka data-data tersebut akan dianalisa kedalam analisis kualitatif yang 
merupakan teknik pengelolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam 
rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan analisis teoritik. 
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Kondisi Geografis  dan Demografis Lokasi Penelitian 
1. Keadaan  Geografis 
Kecamatan Amali Merupakan Kecamatan Paling Barat Di Kabupaten Bone 
Yang Berbatasan Langsung Dengan Kabupaten Soppeng.Kecamatan Amali Terdiri 
Atas 1 Kelurahan 14 Desa Antara lain :
1. Kelurahan Mampotu
2. Desa Amali Riattang
3. Desa Liliriattang
4. Desa Bila
5. Desa Ulaweng Riaja
6. Desa Waemputtangnge
7. Desa Taccipong
8. Desa Tassipi
9. Desa Benteng tellu
10. Desa Laponrong
11. Desa Ajanglaleng
12. Desa Wellulang
13. Desa Waempubbu
14. Desa Mattaro Purae
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15. Desa Toccinnong
Luas Kecamatan Amali Kabupaten Bone sebesar 119,13 km2. Kecamatan Amali 
berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara Dengan Kecamatan Ajangale
- Sebelah Timur Dengan Kecamatan Tellussiattinge
- Sebelah Barat Dengan Kecamatan Ulaweng
- Sebelah Selatan Dengan Kecamatan Ulaweng 
Adapun Tabel Jumlah Desa , Kelurahan, Dusun Dan Lingkungan Kecamatan 
Amali Kabupaten Bone Sebagai Berikut:
Tabel I: Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun, danLingkungan di Kecamatan 
AmaliTahun 2014
Uraian 2011
Desa 14
Kelurahan 1
Dusun 56
Lingkungan 7
           Sumber : Kecamatan Amali Dalam Angka ( Januari 2016)
b. Keadaan Tanah
KecamatanAmali mempunyai keadaan Tanah :
1. Dasar sampai berombak
2. Berbukit dan pegunungan
Wilayah Kecamatan AmaliKabupaten Bone merupakan salah satu Kecamatan 
yang bentuk permukaan tanahnya berupa tanah datar, tanah berbukit sampai 
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pegununganyang komposisinya tanah dan sebagian bercampur dengan batu-batuan 
serta pasir yang bercampur dengan tanah.
Selain dari pada itu perlu dikemukakan bahwa iklim pada umumnya dari pada 
khususnya dalam wilayah Kecamatan Amali, yaitu dengan iklim tropis. Dengan 
mengenal adanya dua  jenis musim, yang masing-masing berlangsung sekali dalam 
setahun, yaitu musim kemarau dan musim hujan
2. Keadaan Demografi
Kecamatan Amali merupakan salah satu kawasan yang berada dibagian Barat 
Kabupaten Bone terletak kurang lebih 40 km dari ibu kotaWatampone.
Penduduk adalah semua yang bertempat tinggal pada suatu daerah, atau suatu 
wilayah tertentu, manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat sendiri.Manusia 
mempunyai naluri untuk hidup senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. 
Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati. Oleh karena itu,  manusia 
dapat hidup sebagai masyarakat karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan 
manusia lainnya yang disebut makhluk sosial.
Berdasarkan registrasi penduduk dari kepala urusan pemerintah Kecamatan 
Amali, bahwa penduduk di wilayah ini (Januari 2015) tercatat 24.123 jiwa, yang 
terdiri atas laki-laki 10.803 jiwa dan perempuan sebanyak 13.320 jiwa.
Penduduk tersebut  yang ada di Kecamatan Amali Kabupaten Bone terdapat 
empat belas desa satu Kelurahan dan lima dusun dan empat lingkungan dengan 
penyebaran dapat dilihat  pada tabel di bawah ini: 
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Tabel II:Data Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuanPerKelurahan 
DiKecamatan Amali Kabupaten Bone
No Desa Jenis Kelamin Jumlah
L P
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mampotu
Amali Riattang
Lili Riattang
Bila
Waemputtangega
Ulaweng Riaja
Tacipong
Tassipi
Benteng Tellue
Waempubbu
Wellulang
Ajanglaleng
Laponrong
Mattaropurae
Toccinnong
969
627
642
494
487
1.127
254
666
689
1.493
676
467
816
965
431
1.069
708
600
553
582
1.417
795
799
859
1.664
803
995
963
1.025
488
2.038
1.335
1.242
1.047
1.069
2.544
1.049
1.465
1.548
3.157
1.479
1.462
1.779
1.990
919
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Jumlah 10.803 13.320 24.123
Sumber data : Kecamatan Amali (Januari 2016)
Berdasarkan data yang dikemukakan Tabel 1 maka dapat di ketahui bahwa 
antara desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Amali, tidak terdapat penyebaran 
yang merata ini dapat dilihat dari tabel tersebut dengan menunjukkan bahwa Desa 
Toccinnong merupakan penduduknya yang paling sedikiti dibandingkan dengan Desa 
lainnya. Disamping itu ada juga Desa-Desa yang paling banyak penduduknya yaitu 
desa Waempubbuyang  merupakan penduduk yang paling banyak.
B. Kondisi Sosial Pendidikan, Keagamaan, dan Ekonomi
a. Keadaan sosial Pendidikan
Dalam lingkungan Kecamatan Amali salah satu wilayah dimana tingkat 
pendidikan masyarakat Usia Sekolah cukup tinggi dan banyaknya sekolah negeri 
maupun swasta dari tingkat TK s/d SMA dengan jumlah siswa 4.294. Adapun 
Sekolah Madrasah Ibtidaiyahdan Tsanawiah dengan jumlah siswa 622.
Dengan melihat sarana pendidikan yang ada maka dapat dipahami bahwa 
tingkat kesadaran pendidikan masyarakat Kecamatan Amali sangat sederhana.Hal ini 
dapat dilihat dengan banyaknya sarana pendidikan yang menunjang sehingga 
memacu penduduk untuk berlomba-lomba dalam hal pendidikan.
b. Keadaan Keagamaan
Penduduk Kecamatan Amali semuanya Beragama islam dan tidak ada non 
islam 
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Tabel III: Banyaknya tempat peribadatandiwilayah pedesaandi Kecamatan 
Amali Kabupaten Bone
No. Desa Mesjid Mushola Gereja Pura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mampotu
Amali Riattang
Lili Riattang
Bila
Waemputtangega
Ulaweng Riaja
Tacipong
Tassipi
Benteng Tellue
Waempubbu
Wellulang
Ajanglaleng
Laponrong
Mattaropurae
Toccinnong
1
3
6
2
2
4
2
3
2
2
2
3
2
1
2
-
1
-
-
2
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah 26 5 8 _
Sumber data : Kecamatan Amali (Agustus2016)
c. Keadaaan Ekonomi
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Menurut penilitian membuktikan bahwa mata pencarian bagi masyarakat 
Kecamatan Amalisebagian besar adalah sebagai petani dengan dukungan 
irigasi/pengairan yang dibangun oleh pemerintah, baik musim penghujan maupun 
kemarau, sedangakan yang lainnya sebagai pedagang dan buruh bangunan.
Keadaan ekonomi Kecamatan Amali sebagian besar ditopong oleh hasil-hasil 
pertanian, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Amali ditopong 
oleh sumber lain seperti buruh tani, perantau, pedagang, pegawai negeri, peternak, 
tukang kayu, penjahit, guru swasta, wiraswasta, supir dan sebagainya. Hal ini 
menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Amali masih tergolong ekonomi sedang 
sampai menengah walaupun tidak dapat dikatakan makmur karena masih sebagian 
penduduk yang termasuk dalam golongan miskin.
Namun sekarang pemerintah setempat berusaha keras untuk memutuskan 
garis kemiskinan yang ada di Kecamatan Amali terutama di Desa-Desa terpencil 
dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat miskin yang ada di 
Kecamatan Amali baik berupa sandang,pangan maupun papan, Mudah-mudahan 
dengan diterimanya bantuan tersebut ini dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat atau dengan kata lain kebutuhan kehidupannya sudah sedikit terpenuhi. 
C. Hukum Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Di 
Kecamatan Amali Kabupaten Bone
Tradisi masyarakat di Kecamatan Amali menyatakan  bahwa menikahkan 
merupakan hal yang bisa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, 
tetapi menjadi fenomena yang berada ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang 
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usianya berada di batas umur minimal ketentuan undang-undang yang berlaku yang 
diakibatkan hamil diluar nikah dengan perbuatan yang tidak halal misalnya 
melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan 
undang-undang yang berlaku. Pernikahan ini dinamakan pernikahan dini akibat 
perzinaan atau hamil diluar nikahHal semacam ini lah yang terjadi di masyarakat 
adat, dengan demikian perkawinan di bawah umur tidak dikenal. Tidak ada larangan 
bagi pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan oleh karena batasan 
umur semata.
Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Amali Kabupaten Bone bahwa 
demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa 
menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya membesar dan menjadi 
bahan pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah 
menjalani rumah tangga.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Amali, terlihat 
berbagai pandangan tokoh masyarakat terhadap pola seks yang menyimpang di 
lingkungannya, seperti halnya yang dilakukan para remaja mengenai pernikahan dini 
akibat hamil diluar nikah dalam hal ini adalah zina.
 hal ini terbukti membuahkan sejumlah jawaban yang disampaikan dari hasil 
wawancara dengan H. A. Massalasse (52 tahun) selaku camat Amali, menyatakan 
bahwa :
“Dikatakan dibawah umur, mutlak dilakukan. Kapan tidak dilakukan tentu 
bertentangan dengan agama, karena itu sifatnya zina. Lalu di daerah kita ini 
terkadang memang ada masyarakat, misalnya ingin menikahkan anaknya 
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dibawah umur 16 tahun karena disebabkan kehamilan dan ini memang harus 
dinikahkan, kapan tidak dinikahkan maka akan mendapat cemohan dari 
masyarakat’’ 
Begitupula dengan Wawancara dengan H. DarwisImam Desa Uaweng Riaja 
mengatakan bahwa:
“Seseorang yang sudah terlanjur hamil mau tidak mau harus dinikahkan 
secepatnya agar menghindari hal-hal yang tidak didinginkan di kemudian hari 
seperti nasab anak tersebut dengan dilangsungkannya penikahan bisa 
menolong status anak yang dikandung dengan sudah mempunyai ayah.” 
Pendapat lain juga disampaikan oleh kepala desa tobenteng yakni A. 
Sukmawati Cawe(36 tahun), yang menyatakan bahwa :
“Kalau memang terlanjur hamil dulu mau tidak mau harus dinikahkan dan 
walaupun itu nikah siri. Terus kalau usianya tadi memang kurang 16 tahun jika 
tidak punya KTP, otomatis melapor ke Kantor Desa minta dibuatkan KTP biar 
bisa dituakan atau ditambah umurnya (diyennongeng umuru). 
Kemudian dari warga masyarakat (50 tahun) dari Desa Waemputtange 
Kecamatan Amali menyatakan bahwa :
“Ketika ada remaja yang hamil otomatis wajib orang tua secepatnya 
mensegerakan menikah untuk menutupi aib keluarga baik itu menikah dibawah 
tangan” 
Selain itu dari Sitti Aisyah (36 tahun) selaku Kepala Desa Waempubbu juga 
mengungkapkan bahwa :
‘’Kalau menurut saya setuju jika dinikahkan baik masih dibawah umur atau 
tidak. Karena menurut islam dan hukum Adat sah, karena kalau tidak 
dinikahkan maka tidak dapat menolong anak yang dikandungnya dan tidak 
mengetahui siapa ayahnya, dan hal ini akan mendapat cemohan dari 
masyarakat yang ada disekitarnya. Selain itu masyarakat juga mempercayai 
bahwa kalau tidak cepat dinikahkan maka akan terjadi sesuatu di daerah 
tersebut” 
Wawancarajuga dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Amali Sahruddin, 
S.Ag., MH.yakni menyatakan bahwa :
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“Pernikahan dibawah umur di Kecamatan Amali memang banyak yang terjadi 
dan kami mengakui bahwa sebagian masyarakat disini masih mempertahankan 
budayanya sehingga ketika ada kasus terjadi kecelakaan seorang remaja 
(masolang) hanya sebagian yang kesini melapor, adapun yang melapor 
tersebut, kami arahkan ke pengadilan untuk mengurus dispensasi nikah karena 
mereka masih dibawa  umur. Pada dasarnya, apabila terjadi kasus seperti ini, 
sebagian masyarakat ingin melapor ke pihak KUA akan tetapi mereka takut 
atau canggung berhadapan langsung dengan pihak KUA. Jadi solusi yang kami 
lakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada mayarakat.Dan kami 
juga melakukan himbauan atau penyampaian secara langsung kepada para 
imam desa se_Kecamatan Amali agar tidak menikahkan anak yang masih 
dibawah umur sebelum mereka melapor ke pihak KUA.Sedangkan didalam KHI 
pasal 53 ayat 1 tentang wanita hamil dinyatakan bahwa seorang wanita hamil 
diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.Dan juga 
tidak harus menunggu terlebih dahulu dengan kelahiran anaknya, 
pernikahannya itu sah apabila laki- laki yang menikahinya itu bertanggung 
jawab, pernyataan ini juga telah tercantum dalam KHI pasal 53 ayat 
2.Sehingga saya sebagai petugas pencatat nikah dengan melihat undang-
undang yang sudah ada ketentuannya, dan sudah terpenuhi syarat dan 
rukunnya langsung saja di nikahkan. dan kita membedakan antara 
perzinaannyaa dengan perkawinannya, Zina yang di lakukannya itu adalah 
tanggungjawabnya di hadapan Tuhan yang hukumannya di jelaskan bahwa 
perzinaan oleh seorang yang belum menikah sanksinya adalah dengan 
mencabukkanya sebanyak seratus kali, jika seorang wanita telah mengaku 
bahwa ia hamil dan ada empat orang yang menyaksikan perbuatannya dan 
keempat orang itu adalah sama-sama adil, pada saat itulah ia harus dicambuk 
sebanyak seratus kali. 
Sebagaimana Firman Allah , dalam surah (an-nuur : 2).
           
             
       
Terjemahnya:
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” 
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Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa pihak KUA dalam melaksanakan 
perkawinan akibat zina yang dalam keadaan hamil dapat dilakukan dengan ketentuan 
KHI pasal 53 ayat dan 2.
Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwapemaparan diatas jika 
seorang remaja yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan karena melihat keadaan 
yang sudah terlanjur hamil, dan untuk menghindari fitnah di masyarakat dan menutup 
aib atau rasa malu kelurga dan tak adapat dipungkiri bahwapara remaja di Kecamatan 
Amali kemudian tingkah laku beberapa remaja sangat memprihatinkan masyarakat 
banyak remaja yang menikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah, dan jika 
keadaan sudah terlanjur maka orang tua dan keluarga mencari jalan keluar dengan 
melakukan perkawinan dibawah tangan, perkawinan akibat perzinaan boleh 
dilakukan.
D. Hukum PernikahanDini Dan Hamil Diluar nikah Ditinjau Dari Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone
Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Amali bahwa pernikahan dini 
akibat hamil diluar nikah sebagian  masyarakat di Keacamatan Amali Belum 
memahami tentang Kompilasi Hukum Islam dikarenakan mereka masih 
mempertahankan Tradisi yang mereka miliki jadi ketika ada kasus seperti itu maka 
masyarakat di Kecamatan Amali tidak bersentuhan langsung dengan pemerintah atau 
kepada pihak yang berwajib dan disinilah penulis meninjau antara Tradisi dan 
kompilasi hukum islam. Padahal sebenarnyaPernikahan dini adalah akad yang 
dilangsungkan pada usia dibawah umursesuaian aturan yang berlaku. Dalam undang-
undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam yang memuat asas penting yang 
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harus dipenuhi dalam pernikahan,diantaranya adalah asas kematangan dan 
kedewasaan calon mempelai. Asas in juga diterapkan oleh sekitar 17 (tujuh belas) 
negara muslim, dengan batas minimal usia pernikahan yang berbeda-beda. 
Undang-Undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami 19 tahun dan 
umur calon istri 16 tahun. Selanjutnya dalam hal ini adanya penyimpangan dalam 
pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat 
lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
Yang jelasnya dengan dicantumkannya secara eksplisit batasan umur, 
menjauhkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap di dalam buku Hukum perkawinan 
Nasional,exepressip verbis atau langkah penorobosan hukum adat dan kebiasaan yang 
dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat adat jawa misalnya 
sering kali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya.Anak 
perempuan Jawa dan Aceh seringkali dikawinkan meskipun umurnya kurang dari 15 
tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur 
yang pantas.Biasanya ini disebut Kawin gantung.Dengan adanya batasan umur ini, 
maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat 
ataupun hukum islam sendiri dapat hindari. 
Akhirnya seperti sudah kita ketahui, perkawinan antara laki-laki dan perempuan 
dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak 
terjerumus kedalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan 
manusia/keturunan yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi 
kasih sayang antara suami dan istri dan saling membantu antara keduanya untuk 
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kemaslahatan bersamadan kemudian Menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 
tahun 1974 di dalam pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih 
rinciBerkenaan dengan calon mempelai pria dan Semua ketentuan sebagaimana yang 
diterangkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 berlaku sepanjang hukum 
masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan 
lain, sebagaimana disebukan dalam pasal 6 ayat (6).undang-undang mensyaratkan 
batas minimum umur calon suami 19 tahun dan umur calon istri 16 tahun. 
Selanjutnya dalam hal ini adanya penyimpangan dalam pasal 7, dapat dilakukan 
dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.Dengan demikian menurut penulis 
pengaturan tentang usia dini sebenarnya sesuai dengan perinsip perkawinan yang 
menyatakan bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa dan raganya. 
Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal 
dan bahagia secara baik dan berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan 
yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan dibawah umur atau 
yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, 
terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.
Kemudian penulis menyimpulkan bahwa Terlepas dari ketentuan-ketentuan 
formal hukum yang mengatur usia perkawinan, sebagaimana dalam undang-undang 
perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan dibawah umur masih menjadi 
fenomena yang hidup dalam masyarakat indonesia baik secara terang-terangan 
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maupun sembunyi-sembunyian Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang 
rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi 
dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh 
buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.Ini 
menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut masih masih belum 
sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada sisi lain, keberadaan kitab-kitab fiqih klasik 
(kuning) masih tetap menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarkat indonesia. 
Boleh jadi sebagian masyarakat islam indonesia memandang undang-undang 
perkawinan tidak mewakili hukum islam sebaliknya, teks-teks fiqh yang terdapat 
dalam kitab-kitab kuning dipandang sebagai benar-benar islami, yang karena itu 
sepenuhnya harus diterapkan. Inilah sebabnya kita masih melihat banyaknya 
perkawinan dibawah umur di tengah-tengah masyarakat.
Sebagaimana yang telah dijelaskan Dalam KHI pasal 53 ayat 1 tentang wanita 
hamil dinyatakan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan 
dengan pria yang menghamilinya. Dan juga tidak harus menunggu terlebih dahulu 
dengan kelahiran anaknya, pernikahannya itu sah apabila laki- laki yang 
menikahinya itu bertanggung jawab, pernyataan ini juga telah tercantum dalam KHI 
pasal 53 ayat 2.Sehingga saya sebagai penulis dengan melihat undang-undang yang 
sudah ada ketentuannya, dan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya langsung saja di 
nikahkan. dan kita membedakan antara perzinaannya dengan perkawinannya, Zina 
yang dilakukannya itu adalah tanggungjawabnya dihadapan Tuhan yang 
hukumannya .
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E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikan Dini Akibat Hamil Di luar 
Nikah di Kecamatan Amali Kabupaten Bone.
Menikah sebenarnya adalah hal yang bisa dilakukan oleh seorang yang sudah 
dewasa. Tetapi ini terbukti dengan adanya ketentuan undang-undang yang 
memperbolehkan seorang menikah ketika dia sudah mampu mengemban tanggung 
jawabnya dengan baik.
Sebuah realita terjadi sekarang yang berbeda ketika pernikahan tersebut 
dilakukan oleh remaja yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya 
melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan 
undang-undang perkawinan yang berlaku.Pernikahan ini biasaanya dinamakan 
perkawinan akibat hamil di luar nikah. 
Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Amali yang dimana peneliti 
mengambil 10 Desa untuk di teliti , mayoritas remaja yang usianya masih dini yang 
melakukan perkawinan penyebabnya karena hamil di luar nikah tanpa berpikir lebih 
panjang akan dampak yang akan terjadi setelah menjalani rumah tangga. Berikut 
penyebab terjadinya hamil di luar nikah yang menurut penulis sangat penting dalam 
pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:
1. Kurangnya perhatian orang tua 
Faktor penyebab remaja melakukan pernikahan dini di Kecamatan Amali 
mengalami perkawinan karena hamil di luar nikah penyebabnya karena kurangnya 
perhatian orang tua mereka.
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Hal ini terbukti dari hasil wawancara oleh AB seoarang remaja yang mengalami 
perkawinan karena hamil di luar nikah mengatakan bahwa:
“Faktor penyebabnya yaitu kurangnya perhatian orang tua kepada saya ,dan 
tidak adanya pengajaran dan bimbingan, karena orang tua saya hanya sibuk 
dengan  pekerjaannya  sehingga saya merasa anak yang tidak disayangi oleh 
mereka dan kemudian  saya berani dan nekat melakukan hal seperti ini tanpa 
memikirkan rasa malu mereka yang tanggung nantinya” 
Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Tokoh 
Agama di Desa Ulaweng Riaja  Wawancara dengan H. Abdul Hapid Mappatoba 
(umur 46 tahun), mengatakan  bahwa:
“Faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut memang rata-rata kurangnya 
perhatian dari kedua orang tuanya karena melihat berbagai hal yang terjadi 
dikampung ini anak remaja sekarang keluyuran baik siang maupun malam dan 
saya melihat hal ini terjadi karena tidak adanya nasehat orang tua kepada 
anaknya sehingga anak tersebut tidak memikirkan baik dan buruknya  ” 
Berdasarkan pemaparan H. Abdul Hafid Mappatoba diatas bahwa Faktor 
penyebabnya karena kurangnya perhatian kedua orang tuanya baik  dari pihak 
perempuan maupun laki-laki, sehingga melakukan perbuatan yang di larang Allah 
SWT yakni melakukan perbuatan zina..
2. Faktor pergaulan bebas
Faktor penyebab remaja melakukan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah 
disebabkan faktor pergaulan bebas.
Hal ini terbukti hasil wawancara oleh A.Massalesse selaku Camat Amali 
menyatakan bahwa :
“Menurut  pendapat saya bahwa faktor penyebab terjadinya hal seperti ini 
yaitu faktor pergaulan bebas, dengan demikian banyaknya terjadi kasus, 
seperti yang saya lihat di kampung kita ini kebanyakan anak remaja 
sekarang yang pacaran melewati batas karena sudah saling suka dan saling 
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cinta akhirnya sampai ke hal yang tidak diinginkan dan ini menandakan 
bahwa anak ini sudah terjerumus kepergaulan bebas. 
3. Faktor Penyelahgunaan Teknologi
Faktor yang satu ini mungkin yang paling banyak menyebabkan masalah-
masalah sosial seperti saat sekarang ini.Salah satunya pernikahan diusia dini yang 
diakibatkan karena hamil diluar nikah.
Hal serupa juga dikatakan oleh kepala desa tobenteng yakni A. Sukmawati 
Cawe (36 tahun), yang mengatakan bahwa :
“ Faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya masalah-masalah 
sosial adalah penyelahgunaan teknologi, karena kenapa perkembangan 
teknologi yang begitu cepat tapi tidak ada atau kurangnya pengawasan dari 
pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti pemerintah pada umumnya dan 
kedua orang tua pada khususnya. Sehingga anak-anak dengan begitu 
mudahnya atau gampangnya mendapatkan gambar-gambar atau video yang 
tidak sepantasnya mereka lihat atau mereka nonton.Ditambah lagi anak-anak 
jaman sekarang hampir semua memliki hp yang bisa dipakai untuk internetan .
4. Kurangnya Pengetahuan atau Pemahaman Terhadap Agama
Faktor yang selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang 
mendalam terhadap agama.
Hal serupa juga dikatakan oleh H. Darwis ( 65 tahun) selaku iman Desa 
Ulaweng Riaja, mengatakan bahwa : 
“ Salah satu faktor terjadinya pernikahan diusia dini yang diakibatkan oleh 
hamil diluar nikah adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman 
terhadap agama sehingga anak-anak sekarang merasa bahwa agama sudah 
tidak terlalu penting jadi mereka berbuat sesuka hati mereka tanpa 
memikirkan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan”. 
Begitupula  pendapat Muh. Alwi SA.g (42 tahun) selaku pembantu PPN Desa 
Bila mengatakan bahwa :
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“ Salah satu faktor terjadinya pernikahan diusia dini akibat hamil diluar 
nikah adalah kurangnya pemahaman tentang ilmu agama, seperti yang 
saya lihat sekarang khususnya kepada anak remaja mereka lebih senang 
keluyuran daripada ke masjid seperti para remaja-remaja kurang 
mengikuti kegiatan pengajian, sehingga dengan terlihatnya segala 
kegiatan yang kurang dilaksanakan untuk memupuk sebuah keimanan 
seseorang, dengan kadar keimanan yang rendah sehingga tidak bisa 
mengendalikan hawa nafsunya” 
5. Faktor Pendidikan
Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar.
Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu 
dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa 
mampu untuk menghidupi diri sendiri.
Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. 
Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-
hal yang tidak produktif.Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, 
yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.
6. Faktor telah melakukan hubungan biologis.
Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah 
melakukan hubungan biologis layaknya suami istri.Dengan kondisi seperti ini, orang 
tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang 
tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.
Tanpa mengenyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, hal ini sebuah 
solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak 
sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, 
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tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap 
masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan 
dipenuhi konflik.
7. Hamil sebelum menikah
Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua 
cenderung menikahkan anak-anak tersebut.Bahkan ada beberapa kasus, walau pada 
dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena 
kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis 
tersebut.
Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai 
calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa 
mengajukan permohonan dispensasi kawin.
Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis.Baik bagi anak gadis, orang 
tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas 
perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan 
sebagaimana yang diamanatkan UU bahkan agama. Karena sudah terbayang di 
hadapan mata, kelak rona perkawinan anak gadis ini kelak.Perkawinan yang 
dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, 
apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.
8. Faktor ekonomi
Kita masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang 
yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi 
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mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat 
pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah 
hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.
9. Faktor adat dan budaya
Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa 
pemahaman tentang perjodohan.Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan 
orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami 
masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 
12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, 
jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan. 
F. Analisa Penulis
Penulis dapat menyimpulkan dari pemaparan yang disampaikan oleh 
masyarakat dan para tokoh masyarakat di Kecamatan Amali Kabupaten Bone, bahwa 
menurut Tradisi tentang pernikahan dini akibat hamil diluar nikah itu wajib 
dinikahkan dikarenakan untuk menutupi aib atau rasa malu keluraga dari cemohan 
masyarakat disekitarnya dan untuk menyelamatkan status anak yang dikandungnya 
agar ketika bayi itu lahir dapat mengetahui ayahnya namun penulis memberi saran 
bahwa para tokoh masyarakat terutama pihak yang terkait seharusnya berpegang 
teguh pada ketentuan yang ada di dalam KHI karena masih banyak kesalahan-
kesalahan yang terjadi dalam menjalankan aturan-aturan didalam KHI itu 
sendirikemudian ketika terjadi pernikaha diusia dini hendaknya masyarakat atau 
sebagai orang tua melapor ke KUA untuk mengadakan Dispensasi nikah dan 
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mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di Negara kita dan kemudian 
sebagaimana penulis melihat masyarakat di Kecamatan Amali jika ada hal seperti itu 
terjadi sebagian masyarakat tidak  bersentuhan dengan pihak KUA.
 Kemudian menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di dalam 
pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon 
memepelai pria dan Semua ketentuan sebagaimana yang diterangkan dalam undang-
undang nomor 1 tahun 1974 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan 
kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana disebukan 
dalam pasal 6 ayat (6).undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon 
suami 19 tahun dan umur calon istri 16 tahun. Selanjutnya dalam hal ini adanya 
penyimpangan dalam pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada 
pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun 
pihak wanita.Dengan demikian menurut penulis pengaturan tentang usia dini 
sebenarnya sesuai dengan perinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami 
dan calon istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan 
perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik dan 
berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat 
diwujudkan. Kebalikannya perkawinan dibawah umur atau yang sering diistilahkan 
dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang semestinya 
dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang 
melaksanakannya.
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Sebagaimana yang telah dijelaskan Dalam KHI pasal 53 ayat 1 tentang wanita 
hamil dinyatakan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan 
dengan pria yang menghamilinya. Dan juga tidak harus menunggu terlebih dahulu 
dengan kelahiran anaknya, pernikahannya itu sah apabila laki- laki yang 
menikahinya itu bertanggung jawab, pernyataan ini juga telah tercantum dalam KHI 
pasal 53 ayat 2.Sehingga saya sebagai penulis dengan melihat undang-undang yang 
sudah ada ketentuannya, dan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya langsung saja di 
nikahkan. dan kita membedakan antara perzinaannyaa dengan perkawinannya, Zina 
yang di lakukannya itu adalah tanggungjawabnya di hadapan Tuhan yang 
hukumannya .
Bahwa Faktor penyebab remaja hamil di luar nikah di karenakan yang pertama 
kurangnya perhatian dengan dari orang tua, karena orang tua dalam hal ini sangat 
berperan penting dalam dalam proses perkembangan anak terutama dalam hal 
pengajaran dan bimbingan, Tapi diera saat sekarang ini banyak sekali orang tua yang 
sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga jarang sekali memberikan perhatian kepada 
anak-anak mereka. Kedua pergaulan bebas, hal ini berhubungan dengan faktor yang 
pertama yang dimana orang tua kurang memberikan perhatian kepada anak-anak 
sehingga anak-anak mereka merasa bebas dan berteman dengan siapa saja dan 
melakukan hal-hal semau mereka tanpa memikirkan sebab akibatnya. ketiga 
perkembangan teknologi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa diera yang 
modern ini yang diikuti dengan perkembangan teknologi yang begitu maju anak- 
anak mudah sekali mendapatkan gambar-gambar atau video yang tidak pantas 
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mereka lihat atau mereka nonton dengan mengaksesnya di handphone mereka yang 
rata-rata sekarang ini hampir semua handphone memiliki aplikasi untuk internet. ke 
empat kurangnya pemahaman atau pengetahuan terhadap agama, kurangnya 
pemahaman atau pengetahuan terhadap agama sangat berpengaruh, karena 
kurangnya pemahaman atau pengetahuan pada agama  akan membuat  remaja akan 
membuat para remaja melakukan hal-hal yang dilarang Allah SWT karena mereka 
kurang mampu membedakan yang baik dan mana yang buruk. 
Dan kemudian Untuk mencegah fenomena pernikahan dini akibat hamil di luar 
nikah dengan cara senantiasa meningkatkan keimanan kepada Tuhan, melakukan 
sosialisasi tentang bahaya seks, melakukan ceramah-ceramah di seluruh desa agar 
senantiasa terhindar dari segala larangannya dan senatiasa melaksanakan perintahnya.
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BAB V 
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun 
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Menurut Tradisi Masyarakat, perkawinan diusia dini akibat hamil di 
luar nikah yaitu , pernikahan wajib dilaksanakan apabila sudah hamil 
karena kapan tidak dilakukan akan berdampak kepada masyarakat 
yang ada di sekitarnya, sedangkan menurut KHI boleh dilakukan 
pernikahan diusia dini akibat hamil diluar nikah dengan catatan harus 
melalui pengadilan dengan cara pengajuan dispensansi.
2. Faktor-faktor yang penyebab terjadinya perkawinan diusia dini akibat 
hamil di luar nikah adalah, Kurangnya Pengetahuan atau Pemahaman 
Terhadap Agama, Pergaulan bebas, Kurangnya pengawasan orang 
tua,dan  Penyelahgunaan Teknologi, Faktor Pendidikan, Faktor telah 
melakukan hubungan biologis, Hamil sebelum menikah, Faktor 
ekonomi, Faktor adat dan budaya.
B. IMPLIKASI PENELITIAN
Saran-saran yang akan penyusun berikan secara umum untuk masyarakat di 
Kecamatan Amali Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:
1.  Kepada para pemuda pemudi hendaknya berfikir panjang, janganlah hanya 
menuruti keinginan yang tanpa dilandasi dengan pemikiran dan 
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pertimbangan yang matang sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya 
negatif.
2.   Besar harapan penulis para tokoh masyarakat seharusnya berpegang teguh 
pada ketentuan yang ada di dalam KHI karena masih banyak kesalahan-
kesalahan yang terjadi dalam menjalankan aturan-aturan didalam KHI itu 
sendiri. dan skripsi ini untuk kepentingan keilmuan, kepentingan praktis, 
dan untuk seluruh masyarakat di Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Dan 
Untuk semua kalangan khususnya penyusun mari kita semua tingkatkan 
keimanan kepada Tuhan yang maha esa dan selalu mendekatkan diri agar 
senantiasa terjaga dari segala larangannya amin ya rabbal alamiin. 
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Gambar 1. Wawancara dengan Bapak pembantu PPN Desa Bila Kecamatan Amali, 
Kabupaten Bone
Gambar  2. Wawancara dengan Bapak Kepala Camat Amali Kabupaten Bone
Gambar 3. Wawancara dengan Siti Aisya Kepala Desa Waempubbu Kecamatan 
Amali kabupaten Bone
Gambar 4. Wawancara dengan A. Sukmawati Cawe Kepala desa Amali Riattang 
kecamatan Amali Kabupaten Bone
Gambar 5. Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Amali Kabupaten Bone.
Gambar 6. Wawancara dengan salah satu warga Kecamatan Amali Kabupaten Bone.
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